
 

 

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA  

NOMOR 18 TAHUN 2020 

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 



  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonedsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonedsia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

  17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

TAHUN ANGGARA 2021. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Mamasa. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut 

dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 



5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan 

pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi 

pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa 

pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang 

bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan. 

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran. 

9. Standar Harga Satuan Barang adalah harga satuan 

barang dan ajsa yang ditetapkan dengan 

mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah. 

10. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan 

pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya 

komponen masukan kegiatan. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan 

APBD. 

BAB III 

FUNGSI 

Pasal 3 

(1) Dalam perencanaan anggaran, berfungsi sebagai : 



a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD. 

(2) Dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi sebagai : 

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui 

dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 

b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat 

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena 

adanya kenaikan harga pasar. 

BAB IV 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : 

a. Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas 

tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD; dan 

b. Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas 

tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan 

APBD. 

BAB V 

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI 

BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN 

DAN PELAKSANAAN APBD 

Pasal 5 

(1) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas 

tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 

meliputi : 

a. Standar Harga Satuan honorarium; 

b. Standar Harga Satuan perjalanan dinas dalam negeri; 

c. Standar Harga Satuan paket kegiatan rapat atau 

pertemuan di luar kantor; dan 

d. Standar Harga Satuan pengadaan kendaraan dinas. 

(2) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas 

tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD 



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI 

BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN 

ESTIMASI PELAKSANAAN APBD 

Pasal 6 

(1) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas 

tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan 

APBD meliputi : 

a. satuan biaya honorarium Narasumber, Moderator dan 

pembawa acara profesional; 

b. satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam 

negeri; 

c. satuan biaya konsumsi rapat; 

d. satuan biaya pemeliharaan; 

e. satuan biaya honorarium Pengelola Sistem Akuntansi 

Instansi; 

f. satuan biaya honorarium Penyimpan/Pengurus 

Barang Milik Negara, Penyuluh, Penyusun Renja dan 

RKA OPD, Admin Jaringan LAN/WLAN, uang makan 

ASN, dan satuan biaya honorarium satpam, 

pengemudi, petugas kebersihan/pramubakti, arsiparis 

dan staf perwakilan Pemerintah Daerah; 

g. satuan biaya sewa; 

h. satuan biaya pengadaan pakaian dinas; 

i. satuan biaya pengadaan bahan makanan pasien 

Rumah Sakit, penyandang masalah kesejahteraan 

sosial dan rescue team; 

j. satuan biaya penggandaan dan penjilidan; 

k. satuan biaya diklat pimpinan/struktural, prajabatan 

dan bantuan beasiswa; 

l. uang saku untuk masyarakat non institusional; 

m. satuan biaya bahan bakar minyak dan kendaraan 

dinas; 



n. satuan biaya perencanaan dan pengawasan untuk 

konstruksi; 

o. satuan biaya pelelangan; dan 

p. satuan biaya pembuatan peta digital. 

(2) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas 

tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman 

perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2021. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

              Ditetapkan di Mamasa 

              pada tanggal, 12 Agustus 2020 

              BUPATI MAMASA, 

                 ttd.       

              RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal, 12 Agustus 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

        ttd. 

ARDIANSYAH 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 18 


